BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengedaran Rokok tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di era globalisasi ini
telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu
dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan
produktivitas dan efiensi. Perkembangan akhir-akhir ini membuat segalanya
menjadi lebih mudah dalam banyak aspek, termasuk di bidang ekonomi, terutama di
aspek barang dan jasa. Meningkatnya standar hidup dalam bermasyarakat
mempengaruhi kejahatan. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah
perdagangan barang ilegal.! Tindakan ini diambil untuk menghasilkan keuntungan
yang signifikan dengan melanggar undang- undang yang berlaku salah satunya
menghindari pembayaran pajak dan cukai kerugian besar bagi negara, khususnya di
bidang perpajakan, pajak merupakan sumber pendapatan primer negara, dalam hal
ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barangbarang yang
mempunyai sifat dan karakteristik tertentu.

Pajak Kewajiban adalah: Tarif adalah pajak pemerintah yang dikenakan atas
barang-barang tertentu yang jenis atau sifat- sifatnya ditentukan dalam undang-
undang ini. Pajak ini dikenakan atas barang- barang tertentu yang tercantum dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Beberapa
kasus pelanggaran terhadap cukai rokok yang tentu saja sangat merugikan keuangan
negara karena dengan adanya rokok ilegal otomatis negara tidak mendapatkan cukai

dari rokok dan kasus rokok ilegal ini banyak terjadi di daerah- daerah di Indonesia.

! Anglaina J, (2019) “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Illegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota
Bandar Lampung,” IAIN PALOPO 4.



Pasal 56 Undang- undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa "
setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar,
memperoleh, atau memberikan barang kena Cukai yang diketahuinya atau diduganya
berasal dari tindak pidana berdasarkan undang- undang ini dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling sedikit dua kali nilai Cukai dan Paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai
yang seharusnya dibayar".

Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan
cukai hasil tembakau oleh pemerintah. ?Peredaran rokok ilegal di masyarakat
menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena
mudah kita temui tanpa kita sadar. Beberapa barang yang dikenakan cukai adalah
hasil tembakau, berupa rokok. Rokok adalah hasil dari pengolahan tembakau yang di
gemari oleh masyarakat, Karena banyaknya permintaan akan produksi rokok oleh
masyarakat dan tinggi nya cukai yang di kenakan oleh pemerintah maka banyak
membuat oknum berusaha menghindaripembayaran cukai rokok. Dengan cara
memasarkan rokok tanpa pita cukai agar mereka mendapatkan untung yang
banyak.Perbuatan tersebut jelas telah melanggar pasal 54 Undang- Undang Nomor
39 Tahun 2007 tentang cukai yang menyatakan bahwa setiap orang yang
menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena
cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai
lainnya dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda, dan termasuk ke dalam
tindak pidana cukai.

Saat ini, rokok merupakan sumber pendapatan tertinggi karena cukai atau

pajak yang dikenakan negara terhadap tembakau sangat tinggi. Hal ini menyebabkan

2 Riza Mahfudloh, 2017 “Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan
Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta,”
Umslibrary.



banyak produsen mengabaikan peraturan pemerintah dan memilih metode
pembuatan rokok ilegal tanpa cukai. Ini dapat merugikan perusahaan swasta lain di
negara bagian dan produsen bebas pajak. Instansi yang berwenang memungut cukai
adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lalu Kementerian Keuangan
akan membentuk lembaga khusus yang berwenang menanganis cukai, yaitu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dasar hukum keberadaan Direktorat jenderal Bea
dan Cukai serta kewajibannya yaitu berdasarkan Undang- Undang Republik
Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
Tentang perubahan atas Undang — undang No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai. Agar
tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai berjalan secara optimal maka di dirikan
kantor wilayah Bea dan Cukai di setiap daerah berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
MenteriKeuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelayanan menegakkan hukum
kepabeanan dan cukai dengan memantau dan menangani berbagai pelanggaran.
Kegiatan ini dilakukan oleh Departemen di wilayah Kantor Pemeriksaan Bea dan
Cukai, yang memantau pergerakan tembakau ilegal non cukai tetapi faktual. Banyak
produk rokok ilegal dibebaskan dari cukai daerah. Salah satu penyebab penyebaran
tembakau ilegal adalah kenaikan cukai setiap tahun. Salah satu kantor wilayah yaitu
di Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean C
Tembilahan menjadi bagian berdasarkan instansi vertikal DJBC yg mempunyai tugas
dan fungsi buat pengamanan keuangan negara pada bidang kepabeanan & cukai
(revenue Collector), memfasilitasi perdagangan (trade facilitter) mendukung industri,

& melindungi masyarakat (community protector).



Indonesia sebagai negara berkembang yang salah satu pendapatannya melalui
pungutan Bea dan Cukai dengan pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada
aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti Rokok. Hal tersebut, jelas telah
melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai. Barang-barang
tertentu yang mempunyai sifat atau kharakteristik konsumsinya perlu dikendalikan,
peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan
negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang
tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang
kena cukai.’Kemudian mengenai rokok tanpa cukai yang tersebar luas di Indonesia,
penegakkan hukumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai yaitu kepada setiap orang yang tidak memiliki izin menjalankan
pabrik atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat pidana penjara minimal 1
(satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dipidana denda minimal 2 (dua) kali
dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Serta
mengatur juga terhadap seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau
menyediakan untuk kemudian dijual barang kena cukai tanpa pelekatan pita cukai
atau tanpa tanda pelunasan cukai lainnya dapat dijerat dengan hukuman penjara
sesingkat-singkatnya 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana
denda minimal 2 (dua ) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang

semestinya dilunasi.

3 Eddhi Sutarto, 2014 Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia, Erlangga, Jakarta, him.111.
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Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: DISPARITAS
PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PENGEDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAL
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Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “DISPARITAS PUTUSAN
HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN ROKOK
TANPA PITA CUKAI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan
permasalahannya sebagai berikut:

Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana

pengedaran rokok tanpa pita cukai?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian
a. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti
masalah diatas adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap
pelaku tindak pengedaran roko tanpa pita cukai.
b. Kegunaan Penelitian
1) Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan
kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan
akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam
hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Disparitas Putusan Hakim
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Rokok tanpa pita cukai.
2) Kegunaan Praktis
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1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan
referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana
dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum,
Khususnya di bidang Hukum Pidana .

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber
informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai
bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Untuk
menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu
hukum pidana khusus Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian
studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D.Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN ROKOK TANPA PITA
CUKAI”.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui web site (internet) maupun
melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, peneliti dapat
menemukan peneliti terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh
peneliti sekarang, antara lain:

Berdasarkan pada penelitian penulis dibandingkan dengan penulis
terdahulu, namun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan
oleh penlulis dengan para peneliti terdahulu yaitu terletak pada masalah yang
diteliti, penulis menemukan beberapa penelitian dari para terdahulu yang
meneliti tantang tindak pidana pengedaran rokok antara lain sebagai berikut:

a. Nama : Tomy Da Kosta

Nim : 01310032

20



Fakultas
Judul

Rumusan

Masalah

Nama
Nim
Fakultas
Judul

Rumusan
Masalah
Nama
Nim
Fakultas
Judul

Rumusan

Masalah

Nama
Nim
Fakultas
Judul

Rumusan

Masalah

Hukum Ukaw

Desskripsi  Pelaksanaan  Ekspor  Impor
Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun
1995 Tentang Kepabeaan Dan Cukai Di Tapai
Ri-Timor Lorosae Kabupaten Belu Provinsi
Nitt

Mrngapa Pelaksanaan Pengedaran Tidak
Sesuai Dengan Undang-Undang No. 39Tahun
2007

Yohanes Patty Kumanirang

18310062

Hukum Ukaw

Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana
Cukai

Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana
Cukai?

San Dominggus Banana

15310067

Hukum Ukaw

Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Barang
Tidak Sesuai Standar Di Bawah Ancaman
Pidana

Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap
Tidak Adanya Pengujian Terhadap Filter
Rokok?

Adinda Cahya Magfirah

15310178

Hukum Ukaw

Penindakan Cukai Illegal Pada Kantor
Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai

Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana
Cukai ?
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€. Nama : Junus Bailao

Nim : 05310211
Fakultas : Hukum Ukaw
Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Pengawasan

Terhadap Pelaku Usaha Dalam Penjualan

Minuman Beralkohol Di Kecamatan Lobulain

Kabupaten Rote Ndao
Rumusan : Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Bagi
Masalah Tim Pengendali Terhadap Penjualan Minuman

Beralkohol Di Kecamatan Lobalain Kabupaten
Rote Ndao?

E. METODE PENELITIAN
a. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian
Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh
penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang
berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara
mendalam, luas, dan terperinci.* Sifat Deskriptif dalam penelitian ini
adalah, Penulis mengambarkan tentang Disparitas putusan hakim
terhadap pelaku tindak pidana pengedaran rokok.

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”,
Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian
hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum

4 H. Iahaq, 2017Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi), Bandung,
Alfabeta, hlm. 66
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normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder,
maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum
kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.” Sebagaimana dapat
diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya
mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang
berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
3. Variabel Penelitian
Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam
penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:
a. Variabel bebas
Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya
atau timbulnya variabel terikat (Dependent). Variabel bebas maksudnya
adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel
bebas dalam penelitian ini adalah
Mengapa terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku
tindak pidana pengedaran rokok tanpa pita cukai
b. Variabel terikat
Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang
dipengaruhi oleh variabel bebas.
Oleh sebab itu, variabel terikat juga dikatakan sebagai variabel
terpengaruh. Dalam hal ini yaitu: Disparitas Putusan Hakim.
4. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data

Sukunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang

5 Ibid.66
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diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan
dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,
tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.®
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-
undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat
bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim.
Bahan Hukum Primer terdiri dari:
a) Peraturan Perundang undangan
= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
= Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai
b) Putusan Pengadilan
= Putusan Nomor 23/pid.sus/2022/pn.kot
= Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN kot
= Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.jpa
Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ck
Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bgl
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil

karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

¢Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 Cetakan 3,Jakarta,Sinar Grafika,.Hlm.175
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¢. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya

adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.’

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui
penelitian kepustakaanyang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil
penelitian dan sumber-sumber lain.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder
yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau
makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.®

’Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawalipers.

hlm.13

8 Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum,
Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika,.hlm 177.
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